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 Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti ditempat-tempat tertentu baik 
yang dinyatakan oleh rambu-rambu lalu lintas atau tidak oleh pengemudinya 
tentunya ada seseorang yang bekerja sebagai keamanan dan bertanggung jawab 
dalam menjaga kendaraan tersebut. Ada larangan parkir ditepi badan jalan karena 
akan mempersempit ruang kendaraan yang melintas. Ditinjau dari peraturan 
Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 83 tahun 2011 yang menyebutkan 
bahwa tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1500 pada satu jam pertama, 
setelah satu jam pertama dikenakan retribusi  Rp 1000 per jamnya sedangkan 
untuk tarif parkir kendaraan roda empat sebesar Rp 2500 pada satu jam pertama, 
setelah lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1500 perjamnya. 
Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum pajak dan pemungutannya apabila 
menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut 
jelas keharamannya, hal ini sesuai dengan surah Ali-Imran ayat 76 mengenai 
penetapan peraturan yang harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Sangat 
jelas bagi orang yang menyalahi aturan dalam tindakan pengambilan atau yang 
melakukan penarikan dalam retribusi secara batil itu diharamkan oleh Islam. Dari 
uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan bagaimana implementasi 
Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 tentang tarif parkir kendaraan 
di jalan Jendral Suprapto Tanjung Karang Bandar Lampung dan bagaimana 
tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasitarif parkir kendaraan dalam Peraturan 
Walikota Pasal 6 Nomor 83 tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui implementasi Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 tahun 2011 
melihat terjalankannya Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 tahun 2011 serta 
melihat tinjauan fiqh siyasah dari implementasi Peraturan Walikota Nomor 83 
tahun 2011. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 
research) dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan 
data observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengambil data yang berupa 
tulisan, perilaku, tindakan, peristiwa, kejadian, dan kata-kata penulis 
menggunakan metode induktif untuk menganalis data dengan bentuk laporan 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implemetasi 
Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011 masih kurang baik dimana dalam 
pengelolaan parkir di lapangan dapat dilihat masih adanya pakir ganda . Jika 
dikaitkan dengan fiqh siyasah dalam prinsip persamaan hak dalam 
mewujudkannya dapat dilihat dari nilai keadilan sebagaimana apabila hukum itu 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu 
menegaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul “Tinjauan 
Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota 
Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan 
Jendral Suprapto Tanjung Karang Bandar Lampung)” Untuk 
menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami 
pengertian judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan makna judul 
tersebut. 
1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang 




2. Fiqh Siyasah secara terminologis, menurut ulama-ulama syara‟ 
(hukum islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang 
sesuai dengan syara‟ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari 
dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum 
khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur‟an dan Sunnah. Jadi 
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Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum (Bandung: Citra Aditya 





menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang 
bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid 
dengan jalan penalaran dari ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu 
pengetahuan mengenai hukum agama Islam. 
Secara terminologis dalam lisan al-arab, siyasah adalah 
mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. 
Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas 
dalam negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta 




3. Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk 
melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya, 
dalam hal ini bisa diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah 




4. Peraturan Walikota Pasal 6 83 Tahun 2011 peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh walikota untuk mengatur tata cara 
pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan 
oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan roda dua, roda empat dan garasi 
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J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, 
(Yogyakarta: Ombak, 2014), h.24 
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kendaraan bermotor memungut bayaran. Pembayaran adalah jumlah 
yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas 




PemungutanPajakParkir di Indonesia saat ini didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2001.Retribusi Parkir merupakan jenis pajak daerah 
yang baru, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000. Pengenaan Retribusi Parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah 
kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.Hal ini berkaitan dengan 
kewenangan  yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota 
untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten 
atau kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten 
atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan 
Peraturan Daerah tentang retribusi parkir yang akan menjadi landasan 
hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 




Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan skripsi ini 
untuk membahas mengenai penerapan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 
Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 
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 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011 
5
Marihot Pahala Siahan, Hukum Pajak Material: Objek, Subjek, Dasar 
pengenaan pajak, Tarif Pajak, dan Cara penghitungan pajak, (Yogyakarta: Graha ilmu, 





Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir 
di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral Suprapto Tanjung Karang 
Bandar Lampung) 
B. Alasan Memilih Judul 
 Adapun alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul 
“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota 
Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral 
Suprapto Tanjung Karang Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut:  
1. Alasan Obyektif 
a. Dalam Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 
sebagimana yang berbunyi “tarif parkir kendaraan roda dua sebesar 
Rp 1500 pada satu jam pertama, setelah satu jam pertama dikenakan 
retribusi  Rp 1000 per jamnya sedangkan untuk tarif parkir 
kendaraan roda empat sebesar Rp 2500 pada satu jam pertama, 
setelah lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1500 
perjamnya” dari Peraturan Walikota tersebut penulis ingin melihat 
Implementasi sesuai dengan berjalannya Peraturan Walikota yang 
berlaku.  
b. Dengan keluarnya Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 
2011 tentang tarif parkir, maka mempunyai acuan dan payung 
hukum yang jelas. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti 






2. Alasan Subjektif  
a. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas 
dan menulis skripsi ini dengan baik dan relevan dengan displin 
keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Syariah jurusan Siyasah 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga berkeyakinan 
bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 
direncanakan. 
C. Latar Belakang Masalah 
 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 
sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.Penyelenggaraan jasa 
parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara 
atau warga negara.Penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh 
pemerintah dapat memungut biaya sesuai Peraturan Walikota yang 
berlaku. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan berupa 
karcis, kupon, dan kartu langganan.
6
 
  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
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Mardiasno, Perpajakan, Edisi revisi Tahun 2011, Yogyakarta: CV. ANDI 





Nomor 14 tahun 2000 pajak daerah
7
 dimasukkan sebagaimana dibawah 
ini: 
 
a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari: 
1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 
2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dari 
permukaan 
b. Pajak Kabupaten/kota yang terdiri dari: 
1) Pajak hotel 
2) Pajak restoran 
3) Pajak hiburan 
4) Pajak reklame 
5) Pajak penerangan jalan  
6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c 
7) Pajak parkir 
Sebagaimana parkir masuk kedalam retribusi daerah pajak 
kabupaten/kota di dalam peraturan Undang-Undangan nomor 14 tahun 
2000 untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka 
pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah 
tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional 







dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir 
didaerah kabupaten atau kota.  
Peraturan Walikota mengenai tarif parkir kendaraan diatur dalam 
Peraturan Walikota Bandar Lampung Pasal 6Nomor 83 Tahun 2011 
sebagimana yang berbunyi “tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 
1500 pada satu jam pertama, setelah satu jam pertama dikenakan retribusi  
Rp 1000 per jamnya sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat 
sebesar Rp 2500 pada satu jam pertama, setelah lewat dari satu jam 
pertama dikenakan retribusi Rp 1500 perjamnya”  
Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2011, fenomena 
yang muncul adalah kecenderungan daerah yang ingin mengatur segala hal 
berdasarkan pandangan bahwa semua objek dan subjek yang berada di 
wilayah yang menjadi kewenangan daerah yang diatur dalam perarturan 
walikota. Otonomi juga diartikan bahwa daerah harus mampu mandiri, dan 
untuk itu perlu memperoleh pendapatan asli daerah  (PAD) yang setinggi-




  Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar 
berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak 
maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan dengan adanya pemberlakuan 
peraturan daerah yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, ditanda 
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Ibid.Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam rangka kerangka 





tangani oleh Kepala Daerah serta diundangkan dalam peraturan daerah. 
Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan 
peraturan daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini menteri keuangan 
dan menteri dalam negeri setelah 15 hari ditetapkan dimana kewajiban 
tersebut berkaitan dengan kewenangan pusat untuk melakukan 
pengawasan yang sudah harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak 
diterimanya peraturan daerah tersebut. Tindak lanjut, atas pengawasan 
tersebut adalah keputusan untuk membatalkan suatu peraturan daerah atau 
retribusi, apabila berdasarkan hasil kajian dinyatakan bertentangan dengan 
peraturan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
  Hukum pajak merupakan aturan dan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang, dengan kata lain hukum dan material merupakan isi atau 
materi dari setiap peraturan dan atau ketentuan yang berkaitan dengan 
perpajakan diindonesia. Pelaksanaan hukum pajak formal merupakan 
bentuk pertanggung jawaban dari wajib pajak yang melaksanakan 
kewajiban perpajakannya di Indonesia yang disebut hukum pajak material. 
  Pajak yang dipungut di Indonesia dapat dibagi kedalam beberapa 
kelompok bagian, tarif parkir kendaraan masuk kedalam kelompok yaitu 
pajak berdasarkan golongan yang merupakan jenis pajak tidak langsung. 
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib 
pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri dan atau pemerintah 
dan dipungut secara teratur dan suatu saat dapat dibebankan kembali 





ditetapkan oleh peraturan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang 
bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. 
Peraturan Walikota mengenai tarif parkir kendaraan diatur dalam 
Peraturan Walikota Bandar Lampung Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 
sebagimana yang berbunyi “tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 
1500 pada satu jam pertama, setelah satu jam pertama dikenakan retribusi  
Rp 1000 per jamnya sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat 
sebesar Rp 2500 pada satu jam pertama, setelah lewat dari satu jam 
pertama dikenakan retribusi Rp 1500 perjamnya”  
  Jika ditinjau dari ilmu fiqh siyasah tarif parkir termasuk dalam 
siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah yang kajian dalam persfektif Islam 
tidak terlepas dari Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, siyasah dusturiyah adalah 
salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena ini 
menyangkut tentang perundang-undangan negara. Dalam siyasah 
dusturiyah membahas konsep-konsep konstitusi yakni undang-undang 
dalam negara hingga lahirnya undang-undang.Parkir sebenernya 
merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak yang 
didalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Seseorang atau lebih yang 
telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih 
harus melaksanakannya hal ini berdasarkan firman Allah surah Ali-imran 
ayat 76: 





Artinya: (bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 




Sangatlah jelas hukum Islamnya bagi orang yang menyalahi aturan 
dalam tindakan pengambilan pajak secara batil itu diharamkan oleh 
Islam.Dalam persfektif hukum Islam tujuan pembangunan hukum ialah 
meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual 
(keagamaan) maupun secara materil.Prinsip-prinsip hukum Islam dalam 
segala bidang kehidupan sangat relevan dengan era pembangunan 
nasional, karena itu harus diperhatikan.Pengaturan bidang ekonomi dan 
keuangan harus didasarkan pada nilai-nilai etik dan moral, baik nilai-nilai 
Islami maupun Pancasila.Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan 
didalam Al-Qur‟an dirumuskan dengan kata-kata “baldatun thayyibatun 
wa rabbun ghafur” yaitu negara yang sejahtera dibawah ridha Allah, 




Dari apa yang diuraikan di atas oleh penulis maka yang menjadi 
permasalahan pokok dalam penelitian adalah penerapan Peraturan 
WalikotaPasal 6 Nomor 83 Tahun 2011  mengenai penerapan tarif parkir 
kendaraan roda dua maupun roda empat sehingga penulis tertarik untuk 
membahas permasalahan ini. 
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D. Fokus Penelitian 
Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada masalah terlebih dahulu 
supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai 
dengan tujuan penilitian, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti 
penerapan Peraturaan Walikota mengenai tarif parkir di Jalan Jendral 
Suprapto Tanjung Karang Bandar Lampung. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan meneliti dan 
menganalisis masalah: 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 
Tahun 2011 TentangTarif Parkir Kendaraan di Jalan Jendral Suprapto 
Tanjung Karang Bandar Lampung? 
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Tarif 
Parkir Kendaraan Dalam PeraturanWalikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 
2011 TentangTarif Parkir Kendaraan di Jalan Jendral Suprapto 
Tanjung Karang Bandar Lampung ? 
F. Tujuaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota 






b. Untuk Menjelaskan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 
Tarif Parkir Kendaraan Dalam Pasal 6 Peraturan Walikota 83 tahun 
2011. 
G. Signifikasi Penelitian 
Signifikasi yang akan didapat dalam penulisan ini dalam bidang 
akademik penelitian diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan bagi 
pembaca khususnya yang terkait dalam pembahasan yang ada dalam 
skripsi ini.  
Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Walikota yang terkait 
mengenai parkir. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat sebagai acuan untuk 
melihat kembali Peraturan Walikota yang sudah ditetapkan seudah 
terjalankan dengan baik atau belum. 
H. Metode Penelitian 
Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam 
mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian 
untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah
11
. Dan dalam penelitian 
ini penulis menggunakan metode-metode sebahgai berikut:  
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research).Penelitian lapangan adalah dilakukan untuk kancah 
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kehidupan yang sebenarnya.Penelitian lapangan yaitu penelitian 
dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang 
dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya 
dengan lingkungan
12
 yang berkaitan dengan tarif 
retribusikendaraan roda dua dan roda empat dalam Pasal 6 
Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskiptif-Analitis. Deskriptif-Analitis adalah 
suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 
deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara 
unsur-unsur yang ada didalam fenomena tertentu
13
 yang berkaitan 
dengan tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat Pasal 6 
Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011. 
2. Data dan Sumber Data 
Untuk membahas permasakahan-permasalan yang diungkapkan dalam 
penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari: 
a. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara 
langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung 
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kelapangan guna melakukan observasi
14
.Dalam hal ini data 
primer.diperoleh dari Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung 
dengan melakukan interview kepada Kepala Bidang Parkir di 
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian 
kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau 




3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi (sasaran) penelitian 
Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti
16
.Yang 
dimaksud populasi disini adalah anggota-anggota yang berkaitan 
dengan parkir di Jalan Jendral Suprapto Tanjung Karang Bandar 
Lampung. Populasi dalam Peraturan Walikota ini adalah pengguna 
jasa parkir di Jalan Jendral Suprapto perhari. Dengan menggunakan 
teknik purposive sampling dimana suatu teknik sampling non 
random sampling yang mengharuskan peneliti menentukan 
pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang 
sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 
permasalahan penelitian. 
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b. Sampel dan teknik sampling  
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 
diteliti.Penelitian sampel mengenai tarif parkir di Jalan Jendral 
Suprapto Tanjung Karang Bandar Lampung dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling
17
.Purposive adalah metode 
pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu yang 
menjadi sampel penelitian yang didasarkan pada pertimbangan 
tertentu. Sampel  yang digunakan dipenelitian ini antara lain:  Kepala 
Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (1 
orang), Petugas Parkir Resmi Lapangan (1 orang), Petugas Parkir 
bayangan atau tidak resmi (2 orang), Pengguna Jasa Parkir (5 orang). 
Maka Sampel dalam penelitian yang dilakukan berjumlah 9 orang. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi 
kualitas data hasil penelitian.Kualitas pengumpulan data berkenaan 
dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan 
data
18
. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penbelitian ini adalah:  
a. Metode Observasi 
Yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematik. Dengan 
demikian Observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat 
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secara langsung kondisi dilapangan. Serta mencatat kegiatan atau 
situasi objek yang diteliti dikantor Dinas Perhubungan Kota Bandar 
Lampung.  
b. Wawancara  
Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan 
wawancara langsung kepada responden
19
 dengan cara Tanya jawab 
secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung 
melalui pesawat telepon dengan narasumber dan jawaban-jawaban 
responden dicatat atau direkam. Wawancara dalam penelitian ini 
kepada Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar 
Lampung. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record 
yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang 
penyidik.
20
Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data 
dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan 
dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber. 
5. Metode Pengolahan Data 
Setelah sumber mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber 
diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang 
diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
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a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian 
data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang 
dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksaan ulang kesesuaian 
dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut 
terkumpul. 
b. Penandaan data (cording) yaitu memberi catatan data yang 
menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-
qur‟an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan 
masalah yang diteliti. 
c. Sistematika data (systemizing) yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 
6. Analisis data  
Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya 
adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik 
kesimpulan.Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode 
berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, 
peristiwa-peristiwa yang kongkrit.Kemudian dari fakta-fakta dan 
peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi 
yang mempunyai sifat khusus
21
. 
Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif.Derkriptif adalah suatu penelitian untuk 
memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.Kualitatif 
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adalah penelian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau 
tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati
22
. 
Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil 
observasi dan wawancara mengenai penerapan tarif parkir kendaraan 
roda dua dan roda empat sehingga dapat digeneralisasiakan menjadi 
suatu kesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti dilapangan. 
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A. Tinjauan Fiqh Siyasah  
1. Pengertian Fiqh Siyasah 
Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan.Fiqh adalah 
semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara‟.Secara 
bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”.Imamal Turmudzi seperti 
dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti 
mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.Kata faqaha 
diungkapkan dalam Al-Qur‟an sebanyak dua puluh kali, yamg ke 19 




Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa fiqh 
mengetahui hukum-hukum syara‟ yang berkaitan dengan perbuatan 
melalui dalil-dalil yang terperinci.Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan 
oleh pikiran serta ijtihad serta memerlukan pemikiran dan perenungan, 
oleh karena itu Allah tidak dapat disebut “Faqih” karena bagi-Nya 
tidak ada sesuatu yang tidak jelas.
24
 
Menurut istilah fiqh “Ilmu atau Pemahaman tentang hukum-
hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya 
yang rinci.Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa fiqh adalah upaya 
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sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali 
hukum-hukum syara‟i sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.Fiqh 
disebut juga hukum Islam.Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, 
pemahaman terhadap hukum syara‟i tersebut pun mengalami 
perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan 
perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.
25
 
Fiqh membicarakan aspek yang berhubungan antara sesama 
manusia secara luas (mu‟amalah). Aspek mu‟amalah ini dapat dibagi-
bagi menjadi jinayah (pidana),  munakahat (perkawinan), mawarits 
(kewarisan), murafa‟at (hukum acara), siyasah (politik atau 
ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dauliyahhubungan internasional. 
Sementara dalam kajian ushul fiqh, fiqh dimaknai dengan 
pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ yang sifatnya amaliah yang 
digali dari dalil-dalil yang lebih rinci. Pengertian ini menunjukkan 
bahwasanya fiqh adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para  
ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan 
hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung 
didalam Alqur‟an an Sunnah.
26
 
Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas 
tentang seluk beluk pengaturan kepeningan umat manusia pada 
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umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 
peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berjalan pada 
syariat agama Islam.
27
Sehingganya berguna untuk mewujudkan 
kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai 
kemudharatan, yang mungkin timbul dari kehidupan, bermasyarakat, 
bangsa dan negara yang dijalaninya. 
Abdul Wahab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah 
pengaturan perundangan yang diciptakam umtuk menerima ketertiban 
dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan.
28
 
Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang 
dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat 
darinya.
29
 Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan bahwa 




Adapun makna as-siyasah untuk penggunaan pada masa 
modern saat ini, adalah sebagai berikut:  
a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan 
peraturan daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar. 
b. As-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan 
aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta 
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aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang 
aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam 
aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang 
partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-
metode agar sampai pada kekuasaan, berdasarkan ilmu tentang 
hukum-hukum syara‟ yang bersifat perbuatan yang mudah 
dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.
31
 
c. Adapula istilah as-siyasah as-syar‟iyyah termasuk dalam kategori 
istilah yang tidak digunakann untuk menunjukkan makna satu 
perkara. Oleh karena itu para ulama baik klasik maupun 
kontemporer, memberi definisi beragam mengenai as-siyasah  
syar‟iyyah diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali
32
 mengatakan “as-
siyasah as-syar‟iyyah adalah perbuatan-perbuatan yang membawa 
manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, 
kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah 
saw.  dan tidak pula diturunkan melalui wahyu. 
Sedangkan Ibnu Nujaim al-hanafi menyatakan hal yang tak 
jauh berbeda denga pernyataan ibnu Aqil al-Hambali bahwa as-
siyasah as-syar‟iyyah merupakan perbuatan yang dilakukan 
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bersumber dari seorang pemimpin untuk maslahat yang ia pandang 
baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya daliln syar‟i 
yang sifatnya parsial. Nabi Muhammad SAW. Tida meninggalkan 
wasiat tentang siapa yang akan menggantikian beliau sebagai 
pemimpin umat Islam setelah beliau wafar. Beliau tampaknya 




Menurut Abdul Wahab al-khallaf, “ia adalah ilmu yang 
mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan 
daulah islamiyah berupa undang-undang dan aturan yang sejalan 
dengan pokok dasar syari‟at Islam, kendati dalam setiap perturan dan 
kebijakan tersebut tidak semua pada dalil khusus. Bahansi 
merumuskan bahwa siyasah syar‟iyyah adalah pengaturan 
kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara‟. 
Sementara para fuqaha mendefinisikan siyasah syar‟iyyah sebagai 
kewenangan penuasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-
kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui 
peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, 
walaupun tidak terdapat dalil-dali yang khusus untuk itu.
34
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Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut 
menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode 
yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode fiqh 
syar‟i yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan ulil amri 
berupa kaidah-kaidah dan hawabitnya. Dan dengan menganalisis 
definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan 
hakikat siyasah syar‟iyyah yaitu: 
a. Siyasah syar‟iyyah berhubungan dengan pengurusan dan 
pengaturan kehidupann manusia. 
b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang 
kekuasaan (ulil al-amri). Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan: 
“Ulil amri ialah para ahli pikir yang banyak dikenal oleh 
masyarakat. Memiliki kesempurnaan dalam membahas urusan-
urusan dan mencari kemaslahatan.Tidak hanya mencari 
kemaslahatan tapi peduli pada kemaslahatan tersebut.35 
c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan 
kemaslahatan dan menolak kemudharatan (ijab al- mashalih wa 
daf al-mafasid) 
d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau 
semangat syariat islam yang bersifat universal. Dalam penetapan 
hukum Islam dikenal dengan istilah siyasah syar‟iyah, yaitu suatu 
hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan 
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umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum 
adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan 
kesejahteraan bersama.36 
Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan 
tersebut harus dilakukan secara musyawarah dan implementasi dari 
siyasah syar‟iyyah dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria 
sebagai berikut: 
a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan 
dipemerintah (al-musawwah)  
c. Tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya („adam 
al-haraj) 
d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqid al-adalah) 
e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (ijab al-
mashalih wa daf‟f al-mafasid).
37
 
Islam sebagaimana dikenal, mulai dari madinah merupakan 
negara yang mepunyai lembaga hukum, yakni hukum yang dipakai 
dalam islam berdasarkan wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah 
turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat mengandung soal-
soal hidup kemasyaraatan memenag diturunkan di Madinah. Ayat-ayat 
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yang mengandung dasar hukum baik ibadah dalam kehidupan manusia 
disbut dengan ayat ahkam.
38
 
Prinsip persamaan hak keadilan adalah dua hal yang tidak 
dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus 
diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah 
insaniyah) Nilai dasar keadilan di dalam sumber-ssumber Islam 
banyak sekali, sebagaimana firman Allah Q.S An-nisa (4) 58: 
                       
                           
    
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknyakepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 




Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai 
materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik 
Islam)Agama Islam tidak terlepas dari urusan politik karena tugas 
negara menegakkan agama yang menjadi pengiring dalam jalannya 
urusan negara. 
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2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah 
Pada penjelasan dari Fiqh Siyasah sudah bisa memberikan arahan yang 
cukup jelas terhadap sumber-sumber Fiqh Siyasah, yang mana fiqh 
siayasah bersumber dari nash-nash Al-Quran dan juga Hadits, yang 
memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam. 
a. Al-Qur‟an  
Al-Qur‟an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan 
dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad 
Saw.denganmenggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta  
dengan makna yang sudah pasti benar.Supaya menjadi hujjah bagi 
Rasulullah Saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga 
sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat 
manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.40 
Allah Swt. berfirman : 
                    
                    
                   
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 
kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
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dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 




Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, 
kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan 
bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. 
Sunnatu‟l-Lah telah menetapkan, bahwasahnya di antara manusia ada 
para Rasul yang akan menyampaikan syari‟at Allah kepada manusia 
sehingga kita wajib untuk menaati mereka.
42
 
Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, 
ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang 
menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. 
Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka 
mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya 
sertatidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam 
membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang 
memaksa. 
Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah 
pada Al-Qur‟an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman 
pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu‟min tidak akan 
mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih 
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memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian 
duniawi. Disini pun terdapatbanyak isyarat bahwa orang yang lebih 
mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada 
mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang 
mu‟min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah juga 
Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, sebab hal itu memang merupakan 
asas yang lebih kokoh.
43
 
Dalam fiqh Siyasah , Amar ma‟ruf nahi mungkar serta kontrol 
sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah 
yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah 
bila disadari atau tidak.44 
b. Al-Sunnah 
Selain Al-Qur‟an yang dijadikan dasar hukum dalam fiqh 
siyasah ada pulasunnah yang digunakan dalam dasar hukum 
kedua.Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari 
Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.45 
Adapun dasarnya, dinayatakan oleh Rasulullah SAW : 
ُه  َع ْن ُه  َعباَع  ُهَّللا ُه :  َع ْن  َع ِب ْن  ُه َع ْن َع َع  َع ِب َع 
ٰه لُهَّللاى  ِب صَع اُه  سُهوْن  َعباَع  َع
ِب  ب كِبتَعبةَع  دَع  ُهمَع ا  َععْن لوْن يْنئَعيْن ِب لَع ْن تَعضِب تُه فِبيْنكُهمْن شَع كْن لُهَّللامَع إِبنِّ  تَع َع سَع لَعيْن ِب وَع  َع
َع  وْن لَع ُهَّللا الْن َع ا  َع تُهَّللاى  َع ِب َع لَع ْن  َعتَع َع ُهَّللا َعب  َع سُه ُهَّللاتِب ْن وَع  وَع
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Artinya: “Dari Abu HurairahRadhiyallahuanhu, iaberkata. Telah 
bersabda Rasulullah Shallallahu „alaihiwasallam:„Aku 
tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat 
selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu 
Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan 




3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Ruang lingkup Fiqh siyasah menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-
Ahkam al- Sultaniyat ada 5 (lima) macam:
47
 
a. Siyasah dusturiyah (siyasah perundang-undangan) 
b. Siyasah maliyah (siyasah keuangan) 
c. Siyasah qadhiyah (siyasah peradilan) 
d. Siyasah harbiyah ( siyasah peperangan) 
e. Siyasah idariyah (siyasah administrasi) 
Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang 
fiqh siyasah menjadi 8 (delapan): 
a. Siyasah dusturiyah syar‟iyah (Politik Pembuatan Undang-
Undang) 
b. Siyasah tasyri‟iyah syar‟iyah (Politik Hukum) 
c. Siyasah qodhoiyah syar‟iyah (Politik Peradilan) 
d. Siyasah maliyah syar‟iyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 
e. Siyasah idariyah syar‟iyah (Politik Administrasi Negara) 
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f. Siyasah Khorijiyah syar‟iyah/ siyasah dauliyah (Politik Hubungan 
internasional) 
g. Siyasah tantiedziyah syar‟iyah (Politik Pelaksanaan Peundang-
Undangan) 
h. Siyasah harbiyah syar‟iyah (Politik Peperangan).48 
Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit 
menjadi empat bidang saja: 
a. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 
luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:  
1) Persoalan imama, hak dan kewajibannya 
2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya 
3) Persoalan ba‟at 
4) Persoalan waliyatul ahdi 
5) Persoalan perwakilan 
6) Pesoalan ahlul halli wal aqli 
7) Persoalan wizarah dan perbandingannya.49 
b. Fiqh siyasah dauliyah, hubungan internasional dalam islam 
didasarkan pada sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan 
umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis dan sumber-
sumber prakris yang pernah diterapan umat Islam dalam sejarah. 
Sumber normatif yang tertulis berasal dari Al-Qur‟an dan Hadits 
Rasulullah saw. dari kedua sumber ini kemudian ulama 









menuangkannya kedalam kajian fiqh al-siyar wa al-ijtihad 
(hukum internasional tentang perang dan damai).
50
 Dan ruang 
linkup pembahasannya meliputi : 
1) Persoalan internasional 
2) Territorial 
3) Nasionality dalam fiqh Islam 
4) Pembagian dunia menurut fiqh Islam 
5) Masalah penyerahan penjahat 
6) Masalah pengasingan dan pengusiran 
7) Perwakilan asing, tamu-tamu, orang-orang dzimmi 
8) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal 
balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana 
hudud dan dalam idana qishash.
51
 
c. Fiqh siyasah maaliyah, kebijakan politik keuangan negara dalam 
persfektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, 
praktik yang dikembangkan oleh al-khulafa al-Rasyidin, dan 
pemerintahan Islam sepanjang sejarah. 
1) Sumber-sumber perbendaharaan negara 
2) Sumber pengeluaran dan belanja negara 
3) Baitul maal dan fungsinya.52 
d. Fiqh siyasah harbiyah 
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1) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam 
2) Masalah mobilisasi umum dan hak-hakjaminan keamanan 
serta perlakuan dalam peperangan 
3) Tawaran perang, ghanimah, serta peperangan 
4) Mengakhiri peperangan menuju perdamain. 
Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat 
dasar pembentuakan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang 
mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldun sebagaimana  
yangdikutip dari M. Tahir, menemuka satu tipologi Negara dengan 
tolak ukur kekuasaan yaitu
53
: 
a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiyah (al-mulk at-taba‟i), yakni 
negara ini ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang 
(dipostisme) yang cenderung epada hukum rimba.Dalam negara 
keunggulan dan kekuatan sangat berperan kecuali itu prnsip 
keadilan diabaikan. 
b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (al-mulk as-siyasi), yakni: 
1) Negara hukum atau nomokrasi Islam (as-siyasah ad-diniyyah) 
karakteristik negara ini iyalah kecuali Al-Qur‟an dan Sunnah, 
akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam 
kehidupan Negara 
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2) Negara hukum sekuler (as-siyasah al-„aqliyyah) negara ini 
mendasarkan hukum pada hasil rasio mausia tanpa 
menginndahkan hukum yang bersumber dari wahyu. 
3) Negara ala republik plato (as-siyasah al-madaniyyah) 
merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir 
golongan elit atas sebagian budak yang tidak mempunyai hak 
pilih. 
4. Tujuan Fiqh Siyasah  
Secara etimologi fiqh merupakan bentuk masdhar dari tashifan 
kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam 
dan akurat sehingga dapat memahimi tujuan,ucapan serta tindakan 
tertentu. Sedangkan secara terminologi fiqh lebih populer sebagai ilmu 
yang berlandaska dengan hukum syara‟ yang bersifat perbuatan yang 
dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
54
 
Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah 
dusturiyah.Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin 
disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada didalam masyarakat ini. Fiqh siyasah 
dusturiyah membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang 
dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dan prinsip-
prinsip beragama yang merupakan realisasi dalam kemaslahatan 
manusia serta memenuhin kebutuhannya. 
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Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas  dan 
kompleks, secara umum meliputi:  
a. Persoalan ruang lingkup (pembahasan) 
b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban 
c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 
d. Persoalan bai‟at 
e. Persoalan waliyul ahdi 
f. Persoalan perwakilan 
g. Persoalan ahlul ali wal aqli 
h. Persoaan wazarah dan perbandingannya.55 
Keseluruhan persolan tersebut, fiqh siyasah dusturiyah 
umumnya tidak dapat dilepaskan dari da hal pokok: 
a. Dalil kuliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun Hadist, Mudasidu 
syariah, dan mandat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat 
karena dalil-dalil kuliy  menjadi unsur dinamisator dalam 
mengubah masyarakat. 
b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, 




Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan fiqh siyasah 
dusturiyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga 
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Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. 
Didalamnya mencakup pengangkatan imam, syarat ahlul ali wal aqli, 
syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai‟ah, persoalan 
hujaroh (kementerian). 
B. Konsep Retribusi 
1. Pengertian Retribusi  
Retribusi sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah 
satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu 
sumber perbiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. 
Sedangkan pengertian Pengertian Retribusi Daerah menurut 
Masdiasmo adalah pungutan daerah sebagai jasa atas pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 




Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
58
 , retribusi 
adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. 
Retribusi menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009
59
 
adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
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pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan 
umum. 
Retribusi Daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 
Tahun 2001
60
 adalah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau 
badan pemerintah. 
Retribusi Daerah menurut Marihot.P.Siahaan adalah 
pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah 
daerahuntuk kepentingan orang pribadi atau pemerintahan.
61
 Jadi dari 
pengertian beberapa Retribusi Daerah dapat diambil kesimpulan 
bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 
atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk 
kepentingan masyarakat atau badan.Tidak semua jasa yang diberikan 
oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya 
jenis-jenis jasa tertentu yang dapat dijadikan objek retribusi.
62
 
a. Objek Retribusi Daerah  
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Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang 
disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut 
dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut
63
 : 
1) Retribusi Jasa Umum 
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan 
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 
2) Retribusi Jasa Khusus 
Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang 
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip 
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 
pihak swasta. 
3) Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atau kegiatan 
tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud dengan 
pembinaan, pengatuuran pengendalian, dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
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2. Jenis Retribusi  




a. Retribusi Jasa Umum 
Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah 
dengan kriteria sebagai berikut: 
1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 
2) Jasa yang bersangkutan merupakan kepentingan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
3) Jasa tersebut memiliki manfaat khusus bagi orang pribadi atau 
badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk 
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 
4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi. 
5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 
mengenai penyelenggaraannya. 
6) Retribusi dapat dipanggil secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial. 
7) Pemungutan retribusi memungkink penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
Berikut adalah beberapa jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu: 
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1) Retribusi Pelayanan Kesehatan. 
2) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. 
3) Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akte Catatan Sipil. 
4) Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. 
5) Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum. 
6) Retribusi pelayanana  pasar. 
7) Retribusi pengjian kendaraan bermotor. 
8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 
9) Retribusi pengganti biaya cetak peta. 
10) Retribusi pengjian kapal perikanan. 
b. Retribusi Jasa Usaha  
Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 
1) Retribusi Jasa Usaha  bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. 
2) Jasa yang bersanguta adalah jasa yang bersifat komersial yang 
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum 
memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau diuasai 
daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah 
Daerah. 
Berikut adalah beberapa jenis retribusi jasa usaha adalah:  





2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan. 
3) Retribusi tempat pelelangan. 
4) Retribusi terminal. 
5) Retribusi tempat khusus parkis. 
6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. 
7) Retribusi penyedotan kakus. 
8) Retribusi rumah potong hewan. 
9) Retribusi pelayana  pelabuhan kapal. 
10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 
11) Retribusi penyebrangan diatas air.  
12) Retribusi pengolahan limbah cair. 
13) Retribusi penjualan produksi  daerah. 
c. Retribusi perizinan tertentu 
Retribusi perizina tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah 
dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 
1) Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas 
desentralisasi. 
2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 
kepentingan umum. 
3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin 





dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 
retribusi perizinan. 
Berikut ini adalah beberapa jenis retribusi Perizinan Tertentu yang 
meliputi antara lain: 
1) Retribusi izin mendirikan bangunan 
2) Retribusi tempat penjualan minuman berakohol 
3) Retribusi izin gangguan 
4) Retribusi izin trayek 
3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir 
Menurut Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 5
65
 
bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum 
diukur berdasarkan zona parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi atau 
waktu pemakaian tempat parkir ditepi jalan umum. 
4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 pasal 
6 ayat 1,2,3,4,5 yaitu: 
Ayat 1 Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan parkir diepi jalan 
umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir, dan atau 
durasi berlangganan. 
Ayat 2 Prosedur pembayaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan 
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membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara 
berlangganan. 
Ayat 3 Pilihan atas dasar prosedur pembayaran sebagaimana 
dimaksud pasa ayat (2), diserahkan secara mutlak kepada 
wajib retribusi untuk dipilih. 
Ayat 4 Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemerintah kota dapat bekerja sama 
dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip dasar 
retribusi. 
Ayat 5 Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut: 




Tarif (Rp) Tarif 
Tambahan Per 
Jam (Rp) 
1. Sedan, Jeep, 

































4 Truk Gandeng, 
Trailer Kontainer 









5 Sepeda Motor Untuk 0-1 
1500,-/1jam 
pertama 




  Sumber: Database Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung 




Tarif (Rp) Tarif 
Tambahan Per 
Jam (Rp) 
1. Sedan, Jeep, 






























pertama dikenakan 2000 
/ jam 
4 Truk Gandeng, 
Trailer Kontainer 









5 Sepeda Motor Untuk 0-1 
1000,-/1jam 
pertama 
Untuk 1 jam 
selanjutnya 
dikenakan 500 / 
jam 
  Sumber: Database Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung 
c. Retribusi Parkir Berlangganan 
No Jenis Kendaraan Bermotor Tarif Perbulan 








3 Sepeda Motor roda 2 Rp. 30.000,- 
/bulan 









5. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara 
Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa 
Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh 
Kepala Daerah  Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 
Pasal 39
66
 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan yang artinya 
seluruh proses pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada 
pihak ketiga, namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa 
pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. 
Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah 
daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu 
yangkarena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan 
sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara efisien. 
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat 
dikerjasamakan adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang 
terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. 
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan retribusi 
Daerah (SKRD) atau dokumen yang lain yang dipersamakan. SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok 
retribusi  yakni dokumen lain yang dipersamakan bisa berupa karcis, 
kupon dan kartu langganan.  
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat 
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dihapuskan.Penghapusan piutang retribusi daerah provinsi dan 
penghapusan piutang retribusi daerah kabuaten atau kotayang sudah 
kadaluarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing 
ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota. Tata cara 




C. Konsep Implementasi 
Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung 
jawab kepada rakyatnya.Fungsi Pemerintah adalah menyelenggarakan 
negara berdasarkan kewenangannya.Peran pemerintah sangat menentukan 
dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat. 
Kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian 
masalah yang terjadi dimasyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui 
kebijakan pemerintah. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan 
kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. 
Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian 
masalah yang terjadi. 
Secara etimologis penegertian implementasi menurut kamus besar 
Bahasa Indonesia adalah  imlementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to 
implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for 
crayying out (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) 
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Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak terhadap 
akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 
daerah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-
lembaga pemerintah. 
Pengertian Imlementasi menurut Mazmanian dan sebaster 
merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga 
bentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting, atau seperti 
keputusan badan peradilan.Sementara itu menurut Grindle mengatakan 
bahwa implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan 
(linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan 
sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.Sedangkan pengertian 
Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu atau kelompok-kelompok atau pejabat-pejabat yang ada dalam 
pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.Badan-badan tersebut 




Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengelolaan memiliki arti 
proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan perbuatan 
tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu 
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merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang 
memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 
kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.
70
 
Pengelolaan menurut Marry Parker Follet mengemukakan bahwa 
pengelolaan proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan 
pencapaian tujuan dalam menyelesaikan sesuatu, terdapat tiga faktor 
pendukung yaitu:  
a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya 
manusia dan faktor-faktor produksi lainnya. 
b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan 
pengawasan. 
c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.71 
Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengelolaan serangkaian tindakan yang berjenjang, dan berlanjut, dan 
berkaitan dalam pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk 
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D. Tinjauan Pustaka 
Masalah mengenai Retribusi parkir bukanlah hal yang baru, adapun 
beberapa penelitian yang mengangkat tentang Retribusi parkir di tepi jalan 
umum karena masih menjadi bahasan yang cukup menarik untuk diteliti. 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nesya Nadia Amelinda mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Lampung dari jurusan Ekonomi Islam yang 
berjudul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Menigkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Persfektif Ekonomi Islam” 
menyimpulkan bahwa pada penerapan fungsi pengarahan pengelolaan 
retribusi parkir yang dilakukan oleh UPT parkir telah berjalan baik 
Dalam prinsip kemaslahatan untuk merealisasikan pendapatan hasil 
daerah sudah baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena 
hasil dari retribusi parkir tersebut digunakan untuk kesejahteraan dan 
kemaslahatan umat. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Atika Sari mahasiswa Universitas 
Lampung dari jurusan Ilmu Pemerintahan yang berjudul “Strategi Dinas 
Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi alan Umum 
Kota Metro” menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Metro 
tidak memiliki strategi khusus dalam penanggulangan parkir liar di 
Kota Metro sehingga banyak masyarakat yang resah dengan ulah juru 





 3. Penelitian yang dilakukan oleh feriyanto Mahasiswa dari UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta dari jurusan Muamalah yang berjudul “Penarikan 
Retribusi Parkir dalam Persfektif normatif, Yuridis, dan Sosiologi 
Hukum Islam” menyimpulkan bahwa dalam kajian normatif praktik 
sewa menyewa lahan parkir tidak sah menurut syara‟ karena akad ijarah 
yang digunakan dalam transaksi bertentangan dengan salah satu prinsip 
muamalah. Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan 
pemahaman terhadap hukum melalui sosialisasi yang teratur baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Sehingga penarikan Retribusi Parkir 
menurut persfektif normatif, yuridis, sosiologis hukum Islam dapat 
berjalan seimbang. 
 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun 
dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-
penelitian lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan 
melengkapi karya-karya yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian ini 
dengan penelitian terdahulu adalah didalam penelitian ini secara khusus 
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Hasil wawancara dengan Bapak Afrully Rahmad, Tanggal 13 January 2020, Pukul 
09.30-11.30 WIB 
 
Hasil wawancara dengan Danang selaku petugas Dinas Perhubungan yang 
menjaga pos serta menarik retribusi parkir di Jalan Jendral Suprapto 
Tanjung Karang Pusat,  Tanggal 06  Desember 2019, Pukul 13.00-13.30 
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Suprapto Tanjung Karang Pusat,  Tanggal 06  Desember 2019, Pukul 
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Hasil wawancara dengan Putra selaku petugas juru parkir di Jalan Jendral 
Suprapto Tanjung Karang Pusat,  Tanggal 06  Desember 2019, Pukul 
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